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PEMKOT BERI PENGHARGAAN PELAKU USAHA TAAT SAMPAIKAN 
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) 
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Isi Berita:   

KOTA - Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat memberikan penghargaan kepada para pelaku 

usaha yang paling taat menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara 

berkala serta paling banyak capaian realisasi investasinya.  

Penghargaan diberikan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan 

Djunaid didampingi Kepala DPMPTSP Beno Heritriono, di sela-sela pembukaan kegiatan 

Sosialisasi LKPM kepada pelaku usaha di Kota Pekalongan Tahun 2024, berlangsung di 

Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Rabu (26/6/2024). 

Aaf, sapaan akrabnya, menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang sudah patuh 

dan berperan aktif menyampaikan LKPM secara rutin.  

Menurutnya, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ini merupakan sebuah kewajiban 

yang Harus dibuat oleh perusahaan agar DPMPTSP bisa mengetahui perkembangan dan 

kendala perusahaan selama beroperasi di Kota Pekalongan. 

"Setiap pelaku usaha wajib untuk membuat dan menyampaikan LKPM sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Setiap Pelaku Usaha 



 

2 Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti 

wajib menyampaikan LKPM secara daring, melalui lkpmonline.bkpm.go.id atau 

sakpore.pekalongankota.go.id, kanal milik DPMPTSP Kota Pekalongan," kata dia. 

Aaf menilai, dengan melaporkan LKPM secara rutin, pelaku usaha mampu berperan aktif 

dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kota Pekalongan. Pelaku usaha dapat 

menyampaikan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan proyeknya di lapangan. 

"Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan dari 

Pemerintah Daerah atas kesungguhan pelaku usaha yang selama ini telah berinvestasi Di 

Kota Pekalongan. Hal ini membuktikan bahwa,l sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan 

pelaku usaha sangat solid dalam membangun Kota Pekalongan," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono menyebutkan, untuk 

para pelaku usaha baik usaha mikro maupun nonmikro yang memperoleh penghargaan yaitu 

CV Tamtama dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp57,5 miliar, PT Rekso Nasional Food 

dengan capaian realisasi investasi Rp15,1 miliar, dan PT Blue Sea dengan nilai realisasi 

investasi Rp11,3 miliar. 

"Di sela-sela acara sosialisasi LKPM yang berlangsung 2 hari ini, kami juga memberikan 

penghargaan kepada para pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk mendorong mereka agar bisa 

lebih tertib dan taat melaporkan LKPM nya secara triwulan maupun semester," kata Beno. 

Menurut Beno, momentum ini tepat dilaksanakan di akhir Juni, karena penyampaian LKPM 

pada triwulan kedua dan semester pertama pada Tahun 2024 ini akan ada tenggang waktu 

mulai dari tanggal 1-10. 

"Sehingga diharapkan target nilai realisasi investasi di Kota Pekalongan bisa tercapai," 

imbuhnya. (way) 
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Catatan : 

 Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan 

modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk 

kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Terkait penanaman modal diatur pada: 

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: 

a. Pasal 5  

1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan 

dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan 

hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk 

perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam 

wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-

uridang. 

b. Pasal 30  

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin 

kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 

penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. 

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 

a. Pasal 1 

1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan 

usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor 

ekonomi. 

2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam 

modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 
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3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan 

usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal 

dalam negeri atau penanam modal asing. 

b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan 

Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk 

Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat. 

 

 

 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

hukum suatu instansi 


